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ABSTRACT 
 

In general, horticultural agribusiness particularly vegetables area characterized by four major 
conditions : (1) farmer produces the products for market orientation, (2) producer regions are concentrated in 
certain districts or sub-districts, (3) high fluctuation of product prices result from desynchronized of supply among 
producer regions, and (4) structure of agribusiness is dispersal, in other word, low institutional relationship among 
components of agribusiness. Under such conditions, development of horticultural agribusiness should be carried 
out by implementation of system approach in order to increase competitiveness of horticultural agribusiness. In 
this context two efforts required are : (1) promoting vertically integrated agribusiness through the development of 
partnership business among input traders-farmers-output traders, and (2) promoting regionally integrated 
production of producer districts having the same target of consumer regions. The two efforts are important to 
reduce fluctuation of products prices and to increase efficiency of resources allocation of each producer regions. 
In this relation, stakeholders groups functioned as supply regulator accros producer regions should be developed.        

 
Key words : horticulture, competitiveness, integrated agribusiness, vertical integration, regional integration. 
 
 

ABSTRAK 
 
 Secara umum, agribisnis hortikultura khususnya sayur-sayuran dicirikan oleh empat kondisi: (1) petani 
memproduksi untuk orientasi pasar; (2) wilayah produksi terkonsentrasi pada kabupaten-kabupaten atau 
kecamatan-kecamatan tertentu; (3) fluktuasi harga produksi yang tinggi disebabkan ketidaksinkronan suplay 
antar wilayah produksi; dan (4) struktur agribisnis yang tersekat-sekat, yang tampak dari hubungan kelembagaan 
yang lemah antar komponen agribisnisnya. Dalam kondisi demikian, pengembangan agribisnis hortikultura harus 
dilakukan dengan mengimplementasikan suatu pendekatan sistem sebagai upaya untuk meningkatkan daya 
saingnya. Dalam konteks ini dibutuhkan dua hal : (1) meningkatkan integrasi vertikal agribisnis melalui 
pengembangan kemitraan bisnis antara pedagang input-petani-pedagang output, serta (2) meningkatkan 
integrasi secara regional antar produsen pada wilayah-wilayah yang memiliki tujuan pasar yang sama. Kedua 
usaha tersebut berguna untuk mengurangi fluktuasi harga produk dan untuk meningkatkan efisiensi alokasi 
sumberdaya dari masing-masing wilayah sentra produksi. Dalam kaitan ini, perlu dikembangkan peranan 
kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) sebagai pengendali suplay antar wilayah sentra produksi. 
 
Kata kunci : hortikultura, daya saing, agribisnis terpadu, integrasi vertikal, integrasi regional 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Selama 20 tahun terakhir, pangsa nilai 
impor sayur dan buah terhadap nilai impor  
bahan pangan dalam perdagangan dunia terus 
mengalami peningkatan dari 13,4 persen pada 
tahun 1980 menjadi 26,1 persen tahun 1999 
(Irawan, 2003). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi dunia cende-
rung diikuti dengan peningkatan perdagangan 
produk hortikultura pada laju peningkatan yang 

lebih besar dibandingkan produk pangan lain-
nya. Kecenderungan demikian dapat terjadi 
akibat tiga faktor yaitu : (1) Dengan alasan 
kesehatan, maka konsumsi pangan cenderung 
bergeser kepada bahan pangan non koles-
terol, terutama di negara-negara maju, (2) 
Perdagangan produk pangan yang berasal 
dari komoditas hortikultura semakin beragam 
jenisnya akibat proses pengolahan, dan (3) 
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kon-
sumsi pangan cenderung bergeser ke produk 
pangan dengan elastisitas pendapatan relatif 
besar seperti produk hortikultura. 
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Untuk mencapai kecukupan konsumsi 
pangan dengan komposisi gizi berimbang, 
FAO memperkirakan bahwa konsumsi sayur 
dan buah bagi penduduk Indonesia seyogya-
nya sekitar 65 kg/kapita/tahun. Sementara 
data SUSENAS tahun 1999 menunjukkan 
bahwa rata-rata nasional konsumsi sayur dan 
buah mencapai sekitar 60 persen dari tingkat 
konsumsi yang ideal menurut norma gizi. Seja-
lan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, 
peningkatan pendapatan rumah tangga dan 
membaiknya kesadaran masyarakat tentang 
gizi; kebutuhan sayur dan buah di masa 
mendatang diperkirakan akan terus mengalami 
peningkatan. 

Fakta di atas menunjukkan bahwa pe-
luang pasar produk hortikultura akan semakin 
besar di masa mendatang, baik di pasar dunia 
maupun dalam negeri. Selama ini Indonesia 
memang telah mampu memanfaatkan seba-
gian peluang pasar tersebut sehingga neraca 
perdagangan hotikultura (sayuran dan buah) 
masih mengalami surplus. Namun surplus 
perdagangan tersebut dari tahun ke tahun 
cenderung turun, hal ini ditunjukkan oleh rasio 
nilai impor produk hortikultura terhadap nilai 
ekspor yang mengalami kenaikan dari 0,27 
(1985-1990) menjadi 0,70 (1995-1999) (Irawan 
et al., 2001). Penurunan surplus perdagangan 
tersebut dapat terjadi akibat daya saing produk 
hortikultura dewasa ini semakin lemah diban-
dingkan negara lain. Gejala ini terutama ter-
lihat pada komoditas sayuran, dimana nilai 
impor sayuran pada selang waktu 1995-2000 
sekitar 4 kali nilai ekspor, sedangkan kuantitas 
impor sekitar 2,5 kali kuantitas ekspor. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pasar domestik dan memanfaatkan peluang 
pasar dunia, maka pengembangan komoditas 
hortikultura merupakan upaya yang perlu 
ditempuh. Permasalahannya adalah bagaima-
na strategi yang perlu diterapkan dan langkah 
operasional apa yang diperlukan dalam me-
ngembangkan komoditas tersebut. Aspek ini 
seyogyanya dikaji secara hati-hati agar kegiat-
an pengembangan yang dilakukan tidak me-
nimbulkan pemborosan dan efektif dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan. Pada intinya 
strategi dan langkah operasional yang 
ditempuh haruslah merupakan jawaban atas 
permasalahan dan tantangan yang dihadapi 
dalam mengembangkan komoditas tersebut. 
Sedangkan permasalahan yang muncul dapat 

bersumber dari perubahan lingkungan stra-
tegis maupun karakteristik spesifik yang mele-
kat pada agribisnis hortikultura. 

 

TANTANGAN DAN MASALAH DALAM 
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 

HORTIKULTURA 

 

Perubahan Lingkungan Strategis 

Dewasa ini semakin terasa bahwa 
arus globalisasi berkembang semakin kuat di    
seluruh negara, terutama yang didorong oleh 
revolusi teknologi telekomunikasi, transportasi 
dan deregulasi perdagangan antar negara 
dalam naungan kesepakatan GATT. Globalisa-
si ekonomi adalah suatu proses yang menye-
babkan semakin terintegrasinya perekonomian 
suatu negara dengan perekonomian dunia. 
Pembentukan harga komoditas di setiap nega-
ra semakin terintegrasi dengan harga dunia, 
dan preferensi konsumen di seluruh negara 
dalam aspek tertentu semakin mengarah 
kepada preferensi yang bersifat universal 
akibat globalisasi informasi dan liberalisasi 
perdagangan. Arus globalisasi tersebut tidak 
mungkin dihindari, dan pada gilirannya hal itu 
akan membawa pengaruh terhadap perkemba-
ngan agribisnis nasional dan pelaksanaan 
pembangunan pertanian. Dalam kaitan ini, 
peningkatan daya saing merupakan kata kunci 
agar agribisnis nasional dapat tumbuh dan 
berkembang. Di masa datang upaya pening-
katan daya saing tersebut tidak bisa lagi 
mengandalkan kepada kebijakan proteksi dan 
insentif seperti yang seringkali dilakukan pe-
merintah di masa lalu. 

Bersamaan dengan meningkatnya 
arus globalisasi ekonomi, dewasa ini juga telah 
terjadi perubahan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan dari yang bersifat sentralistik 
menjadi desentralistik. Harus diakui bahwa 
otonomi daerah tersebut seharusnya sangat 
bermanfaat untuk mendorong pemerataan 
pembangunan antar daerah, merangsang pe-
manfaatan sumberdaya secara optimal dan 
memberi peluang semakin besar kepada se-
tiap daerah untuk mengembangkan komoditas 
yang memiliki keunggulan kompetitif. Namun 
dalam implementasinya perlu diwaspadai pula 
bahwa pelaksanaan otonomi daerah juga 
berpotensi untuk menimbulkan disinkronisasi 
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pembangunan antar daerah, sehingga dapat 
menghambat terciptanya sinergi pembangun-
an. Jika setiap kabupaten memfokuskan pro-
duksinya pada komoditas yang diunggulkan, 
sedangkan perencanaan produksi yang 
dilakukan tidak disesuaikan secara lintas 
kabupaten, maka hal itu dapat mempercepat 
proses penjenuhan pasar untuk komoditas 
yang dikembangkan. Di samping itu, pelaksa-
naan pembangunan nasional yang selama ini 
mengandalkan jalur birokrasi pusat-daerah 
menjadi tidak efektif lagi, karena pemerintah 
daerah memiliki kemandirian yang luas dalam 
merumuskan kebijakan pembangunan daerah. 

Sejalan dengan dinamika tatanan eko-
nomi dan aspirasi masyarakat luas, paradigma 
pembangunan pertanian juga telah mengalami 
perubahan. Jika pada masa lalu pembangunan 
pertanian lebih berorientasi pada peningkatan 
produksi maka pembangunan pertanian di 
masa yang akan datang lebih berorientasi 
pada peningkatan pendapatan petani, pening-
katan nilai tambah, dan daya siang produk 
pertanian. Hal ini berarti pembangunan 
pertanian tidak cukup hanya difokuskan pada 
aspek produksi tetapi harus meliputi pula 
aspek pengolahan dan pemasaran produk 
pertanian. Dalam pelaksanaan pembangunan 
pertanian tersebut, keterlibatan pemerintah 
secara langsung sejauh mungkin dihindari dan 
lebih mengedepankan peran swasta, sedang-
kan pemerintah lebih berperan sebagai fasi-
litator pembangunan. 

Pembangunan agribisnis hortikultura 
merupakan bagian integral dari pembangunan 
pertanian khususnya untuk komoditas horti-
kultura. Mencermati perubahan fundamental 
seperti diuraikan di atas, maka pembangunan 
agribisnis hortikultura pada pelaksanaannya 
seyogyanya memiliki tiga sifat yaitu: (1) 
kegiatan pembangunan yang dilakukan dituju-
kan untuk peningkatan pendapatan petani, 
peningkatan daya saing dan nilai tambah 
produk hortikultura, (2) proses pembangunan 
yang berlangsung lebih mengedepankan pe-
ran swasta daripada keterlibatan pemerintah 
secara langsung, dan (3) proses yang berlang-
sung mengarah kepada terciptanya sinergi 
pembangunan antar daerah, paling tidak untuk 
daerah-daerah atau provinsi yang dilibatkan 
dalam pengembangan komoditas hortikultura. 

 

Permasalahan Intrinsik Pada Agribisnis 
Hortikultura 

Dibandingkan dengan komoditas pa-
ngan lainnya, agrbisnis hortikultura memiliki 
beberapa sifat khusus. Konsekuensinya ada-
lah permasalahan yang dihadapi dalam pe-
ngembangan agribisnis hortikultura agak 
berbeda dengan komoditas pangan lainnya. 
Kondisi demikian menyebabkan upaya pe-
ngembangan agribisnis hortikultura seyogya-
nya dilakukan dengan pendekatan yang 
spesifik pula. Beberapa permasalahan intrinsik 
(bawaan) yang melekat pada agribisnis horti-
kultura secara ringkas dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

(1) Preferensi konsumen dalam membeli 
produk hortikultura, terutama sayur dan 
buah, secara umum lebih tinggi untuk 
produk segar karena dinilai memiliki nilai 
gizi yang lebih baik. Namun produk 
hortikultura pada umumnya justru relatif 
cepat mengalami kebusukan, karena itu 
setelah dipanen produk hortikultura me-
merlukan penanganan secara cepat 
untuk disalurkan kepada konsumen. Jika 
tidak, maka akan terjadi  penurunan 
harga akibat penurunan kesegaran atau 
mutu produk yang dijual. Oleh karena 
itulah harga sayuran di tingkat petani 
sangat fluktuatif dalam jangka waktu yang 
sangat pendek, harian atau antara pagi 
dan sore hari akibat penurunan kualitas 
produk yang dipasarkan. Untuk menga-
tasi permasalahan ini, petani biasanya 
menggunakan bahan kimia walaupun 
akan mengurangi nilai higienis produk 
yang dipasarkan. 

(2) Untuk mengurangi resiko penerimaan 
akibat fluktuasi harga dan kegagalan 
panen, maka di tingkat petani komoditas 
sayuran umumnya diusahakan secara 
tumpang sari. Pola usahatani demikian 
menyebabkan organisme pengganggu 
tanaman (OPT) sayuran umumnya lebih 
beragam dibandingkan komoditas pangan 
lain. Adiyoga dan Hardjanto (1996) meng-
ungkapkan bahwa terdapat 11 jenis hama 
dan penyakit pada usahatani cabai. 
Irawan et al. (2001) menemukan adanya 
8 hingga 13 jenis OPT pada komoditas 
kentang, kubis, cabai, dan bawang me-
rah. Untuk mengatasi gangguan OPT 
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tersebut petani pada umumnya menggu-
nakan pestisida secara intensif, sehingga 
residu pestisida pada komoditas sayuran 
relatif tinggi. Hal ini merupakan salah satu 
faktor penghambat dalam mendorong 
peningkatan ekspor sayuran. 

(3) Produksi hortikultura umumnya terkon-
sentrasi di daerah-daerah tertentu. Kon-
disi demikian merupakan suatu proses 
historis yang secara umum melibatkan 
aspek agroklimat dan kondisi sosial 
ekonomi petani di daerah bersangkutan. 
Di kabupaten produsen kentang misal-
nya, hanya beberapa kecamatan saja 
yang menghasilkan kentang. Konsentrasi 
produksi menurut daerah juga terjadi bila 
dikaji menurut provinsi, sedangkan kebu-
tuhan konsumsi terjadi pada seluruh 
provinsi. Dengan kata lain, beberapa pro-
vinsi penghasil hortikultura harus melaya-
ni kebutuhan hortikultura di seluruh pro-
vinsi. Konsekuensinya, jika terjadi gang-
guan produksi pada salah satu kabupaten 
atau kecamatan produsen maka hal itu 
akan memberikan dampak cukup besar 
terhadap harga produk. Dampak lainnya 
adalah biaya tata niaga produk hortikul-
tura dari daerah produsen kepada kon-
sumen menjadi semakin mahal.  

(4) Pasar produk hortikultura membentuk 
segmen-segmen pasar yang spesifik 
menurut daerah dan kelompok konsumen 
akibat jenis komoditas dan preferensi 
konsumen yang beragam. Besarnya volu-
me permintaan pada setiap segmen pa-
sar seharunya menjadi acuan bagi petani 
dalam merencanakan jenis komoditas 
dan banyaknya produksi yang harus diha-
silkan menurut kualitasnya. Dengan kata 
lain informasi tentang segmen pasar yang 
menyangkut jenis komoditas, lokasi pa-
sar, volume permintaan, dan kualifikasi 
mutu yang dibutuhkan konsumen sangat 
diperlukan petani untuk merencanakan 
produksinya. Namun informasi ini pada 
umumnya masih sulit diperoleh petani 
karena belum ada lembaga tertentu yang 
mengumpulkan dan mensosialisasikan-
nya secara efektif kepada petani. 

(5) Usaha hortikultura yang dilakukan petani 
umumnya berorientasi pasar, bukan sub-
sisten. Sementara spektrum jenis komodi-

tas yang dapat diusahakan pada lahan 
petani relatif luas, terutama untuk komo-
ditas sayuran. Hal ini berarti petani harus 
mampu “membaca dinamika pasar” de-
ngan baik agar mereka dapat memanfaat-
kan sumberdaya yang dimiliki secara 
optimal dan memaksimumkan keuntung-
an yang diperoleh dari kegiatan usaha-
taninya. Dalam kaitan ini maka jenis 
informasi yang dibutuhkan petani adalah 
“future price” untuk setiap jenis komoditas 
yang akan dikembangkan. Namun infor-
masi tersebut sulit diperoleh petani ka-
rena belum ada lembaga formal yang 
mendukung petani dalam menangani 
masalah tersebut. Petugas penyuluh per-
tanian yang dianggap sebagai ujung 
tombak dalam membantu petani, sejauh 
ini hanya mampu memberikan informasi 
teknologi, bukan informasi pasar. 

(6) Sifat usahatani hortikultura yang berorien-
tasi pasar menyebabkan petani hortikul-
tura, terutama sayuran, lebih kreatif 
dibandingkan petani tanaman pangan 
lainnya. Kondisi demikian menyebabkan 
petani sayuran pada umumnya lebih 
mandiri dalam mengadopsi dan mengem-
bangkan teknologi usahatani yang dibu-
tuhkan. Kemandirian tersebut memang 
sangat berguna jika didukung dengan 
wawasan pengetahuan yang luas dan 
informasi teknologi yang akurat. Tetapi 
sifat tersebut juga dapat berdampak 
negatif terhadap proses sosialisasi tekno-
logi yang dilakukan oleh petugas penyu-
luh, jika teknologi yang dianjurkan penyu-
luh relatif tertinggal dibandingkan teknolo-
gi yang diterapkan petani. 

(7) Sifat usaha petani yang berorientasi pa-
sar menyebabkan stabilitas harga output 
akan sangat berpengaruh terhadap resiko 
usaha yang dihadapi petani. Beberapa 
hasil penelitian menunjukkan bahwa har-
ga produk hortikultura, terutama sayuran, 
sangat fluktuatif sehingga ketidakpastian 
penerimaan petani relatif tinggi (Sudar-
yanto el al., 1993; Hutabarat, 1999; 
Irawan et al., 2001). Konsekuensinya 
adalah kemampuan pemupukan modal 
oleh petani sangat terbatas sehingga 
kemampuan petani untuk memperluas 
usahanya akan terbatas pula, padahal 
kebutuhan modal untuk tradeable input 
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pada usahatani sayuran relatif tinggi. 
Sementara itu, lembaga permodalan yang 
diharapkan dapat membantu petani 
secara umum justru kurang tertarik pula 
pada usahatani sayuran akibat resiko 
pengembalian pinjaman yang relatif ting-
gi, terkait dengan ketidakpastian peneri-
maan petani. Oleh karena itu dapat 
dipahami jika banyak petani sayuran yang 
mendapatkan pinjaman modal dari peda-
gang (Sudaryanto dan Pasandaran, 
1993). Kondisi demikian dapat memper-
lemah posisi tawar petani dalam penentu-
an harga sayuran. 

(8) Fluktuasi harga produk hortikultura, uta-
manya sayuran, relatif tinggi. Kondisi 
demikian pada dasarnya terjadi akibat 
kelebihan atau kekurangan penawaran 
dibandingkan dengan permintaan. Fluk-
tuasi harga tersebut umumnya disebab-
kan oleh dissinkronisasi perencanaan 
produksi antar daerah produsen. Faktor 
lain yang dapat berperan adalah terbatas-
nya peralatan penyimpanan yang mampu 
mengendalikan volume penawaran, se-
suai dengan kebutuhan konsumen. Fluk-
tuasi harga tersebut seringkali lebih 
merugikan petani daripada pedagang, 
karena petani memiliki posisi tawar yang 
lebih lemah. Oleh karena itu dapat 
dipahami jika keuntungan pedagang 
dalam tata niaga sayuran relatif tinggi, 
berkisar antara 14 persen hingga 50 
persen dari harga di tingkat konsumen 
(Sudaryanto et al., 1993; Adiyoga dan 
Hardjanto, 1996). 

(9) Sebagian besar modal yang digunakan 
petani dialokasikan untuk tradeable input 
(Saptana et al., 2001; Irawan, 2001). Hal 
ini berarti ketergantungan petani terhadap 
pelaku agribisnis di bidang sarana pro-
duksi relatif tinggi. Dalam rangka pening-
katan produktivitas usaha tani, maka 
pengadaan bibit unggul dengan harga 
yang terjangkau petani merupakan 
langkah penting, karena hal itu sangat 
menentukan kapasitas produksi yang 
dapat dihasilkan. Dalam kaitan ini ada 
dua aspek yang terkait, yaitu aspek 
pemuliaan varietas unggul dan aspek 
produksi dan distribusi benih unggul yang 
dikembangkan. Secara umum aspek 
produksi dan distribusi lebih menonjol 

yang ditunjukkan oleh mahalnya harga 
benih yang dipasarkan oleh produsen 
benih. 

(10) Sebagian besar nilai tambah kegiatan 
agribisnis dinikmati oleh industri hulu dan 
industri hilir, bukan dinikmati oleh petani 
(Saragih, 1994; Simatupang, 1999). Geja-
la demikian lebih kuat terjadi pada 
komoditas hortikultura akibat sifat usaha 
petani yang berorientasi pasar dan posisi 
tawar petani yang lemah. Hal ini berarti 
pembangunan agribisnis yang difokuskan 
pada aspek produksi hanya akan mem-
berikan manfaat lebih besar pada industri 
hulu dan industri hilir. Dengan kata lain 
penekanan pembangunan pada aspek 
produksi tidak kondusif bagi pemerataan 
pendapatan di antara pelaku agribisnis. 

(11) Pasar produk yang semakin luas merupa-
kan umpan balik dalam mendorong per-
kembangan agribisnis hortikultura. Perlu-
asan pasar tersebut dapat terjadi akibat 
peningkatan konsumsi per kapita. Pening-
katan konsumsi sayur dan buah juga 
penting untuk mencapai tingkat konsumsi 
pangan yang ideal menurut norma gizi. 
Namun preferensi masayarakat terhadap 
sayur dan buah masih relatif rendah 
dibandingkan bahan pangan lain teruta-
ma bahan pangan hewani.  

Uraian di atas memberikan gambaran 
bahwa permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan agribisnis sayuran relatif 
kompleks. Namun permasalahan tersebut se-
benarnya saling terkait dan membentuk 
lingkaran permasalahan seperti diperlihatkan 
dalam Bagan 1. Tampak bahwa kompleksitas 
permasalahan dalam pengembangan agribis-
nis sayuran sebenarnya diawali dari konsen-
trasi produksi dan dissinkronisasi waktu 
produksi antar daerah produsen, sehingga 
pada saat-saat tertentu terjadi kelebihan/keku-
rangan pasokan yang selanjutnya menyebab-
kan harga produk di pasar konsumen ber-
fluktuasi. Fluktuasi harga tersebut akan 
diteruskan oleh pedagang ke daerah produsen 
sehingga harga produk di pasar produsen juga 
berfluktuasi. Akibat posisi tawar petani yang 
lemah, terkait dengan berbagai kendala yang 
dihadapi, maka proses transmisi harga terse-
but bersifat asimetri dimana penurunan harga 
konsumen  diteruskan  kepada   petani  secara  
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cepat dan sempurna, sebaliknya kenaikan 
harga diteruskan secara lambat dan tidak 
sempurna. Konsekuensinya adalah petani se-
ringkali mengalami tekanan harga dan ketidak-
pastian pendapatan petani relatif tinggi akibat 
fluktuasi harga yang tinggi. Ketidakpastian 
pendapatan tersebut dipengaruhi pula oleh 

resiko produksi yang juga tinggi akibat hama 
penyakit, terutama pada usahatani sayuran. 

 Ketidakpastian pendapatan petani me-
nyebabkan petani sulit melakukan pemupukan 
modal, padahal kebutuhan modal pada usaha 
hortikultura relatif tinggi. Pada sisi lain, kondisi 
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tersebut menyebabkan lembaga permodalan 
kurang tertarik menyalurkan kredit untuk usaha 
hortikultura akibat kebutuhan kredit yang relatif 
besar sementara kepastian kemampuan petani 
mengembalikan kreditnya relatif rendah, terkait 
dengan fluktuasi harga. Aksesibilitas petani 
yang rendah terhadap informasi pasar menye-
babkan petani tidak mampu merespon dinami-
ka pasar secara efektif, sehingga seringkali 
terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan 
yang membawa kepada fluktuasi harga di 
pasar konsumen. Lingkaran permasalahan 
tersebut pada akhirnya menyebabkan usaha 
petani sulit berkembang. Petani tidak mampu 
mengadopsi teknologi baru seperti pengguna-
an bibit unggul karena memerlukan  tambahan  
biaya  produksi yang relatif tinggi. Namun 
kalaupun suntikan modal diberikan kepada 
petani, maka hal itu belum dapat menjamin 
adopsi teknologi secara berkelanjutan jika 
kepastian pendapatan petani relatif rendah. 
Suntikan modal kepada petani atau inovasi 
teknologi usahatani bahkan akan menguntung-
kan pedagang, karena sebagian besar nilai 
tambah agribisnis hortikultura dinikmati oleh 
pedagang. 

Rangkaian permasalahan di atas 
memperlihatkan bahwa hambatan utama da-
lam pengembangan agribisnis sayuran terletak 
pada aspek di luar usahatani (off-farm) dari-
pada aspek usahatani (on-farm). Oleh karena 
itu kebijakan pembangunan sayuran yang difo-
kuskan pada aspek produksi belum tentu 
mampu mendorong pertumbuhan agri-bisnis 
sayuran secara berkelanjutan selama perma-
salahan off-farm belum dapat diatasi. Kebija-
kan yang difokuskan pada aspek produksi 
bahkan hanya menguntungkan pelaku   agri-
bisnis hulu dan hilir karena sebagian besar 
nilai tambah aribisnis dinikmati oleh mereka. 
Dalam rangka meningkatkan pendapatan pet-
ani dan mendorong perkembangan agribisnis 
sayuran maka kebijakan pembangunan ke 
depan seyogyanya lebih difokuskan pada 
aspek off-farm daripada aspek on-farm. Dalam 
kaitan ini, kebijakan pembangunan seyogya-
nya lebih diarahkan pada upaya stabilisasi 
harga, karena instabilisasi harga merupakan 
sumber permasalahan yang menimbulkan 
dampak luas. Pengalaman pada masa puncak 
krisis ekonomi telah membuktikan hal tersebut, 
dimana penyaluran kredit usahatani sayuran 
sekitar Rp 800 milyar pada tahun 1999 tidak 

mampu mendorong peningkatan produksi sa-
yuran secara berkelanjutan akibat instabilitas 
harga sayuran. Akibat penyaluran kredit 
tersebut produksi sayuran pada tahun 1999 
naik sebesar 3,2 persen tetapi pada tahun 
2000 mengalami penurunan sebesar 6,6 per-
sen karena anjloknya harga sayuran terutama 
cabai dan bawang merah (Irawan, 2003). 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 
HORTIKULTURA 

 

Spesialisasi Produksi dan Zonasi Kawasan 
Pengembangan 

Spektrum komoditas sayuran yang 
dapat dikembangkan di setiap kabupaten pro-
dusen sayuran umumnya relatif luas. Begitu 
pula halnya dengan kebutuhan konsumsi 
sayuran di setiap kabupaten yang sangat bera-
gam menurut jenis komoditas, kualitas dan 
segmen pasar. Pada masa otonomi daerah 
setiap kabupaten memiliki kemandirian yang 
luas dalam merumuskan kebijakan pembangu-
nannya, termasuk pemilihan komoditas sayur-
an yang akan dikembangkan di kabupaten 
yang bersangkutan. Permasalahannya adalah, 
haruskah setiap kabupaten mengembangkan 
seluruh jenis sayuran yang dibutuhkan di 
kabupaten yang bersangkutan ? 

 Adam Smith pencetus teori ekonomi 
klasik mengungkapkan bahwa : “ Jika membu-
tuhkan sepatu, seorang tukang jahit janganlah 
membuat nya sendiri tetapi membelinya dari 
tukang sepatu. Sebaliknya, seorang tukang 
sepatu sebaiknya tidak membuat sendiri pa-
kaian yang dibutuhkannya, tetapi membelinya 
dari tukang jahit” (Cramer and Jensen, 1994). 

 Ungkapan diatas menunjukkan perlu-
nya spesialisasi produksi yang dilakukan oleh 
para pelaku ekonomi agar seluruh pihak 
memperoleh kepuasan maksimal. Spesialisasi 
produksi dapat menekan biaya produksi dan 
menghasilkan produk dengan mutu lebih baik 
akibat efek pendalaman. Konsep spesialisasi 
tersebut selanjutnya diadopsi secara luas oleh 
industri otomotif dan industri berteknologi 
tinggi lainnya dalam pengelolaan tenaga kerja. 
Para pekerja industri tersebut dibagi atas 
pekerja intelektual dan pekerja kasar atau 
buruh, sedangkan kelompok buruh dibagi pula 
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dalam divisi pekerja yang lebih spesifik 
menurut jenis kegiatan yang dilakukan. Spe-
sialisasi pekerjaan tersebut ternyata mampu 
meningkatkan produktivitas para pekerja, serta 
meningkatkan produktivitas faktor produksi. 

Dalam konteks yang lebih luas, Ricar-
do juga mengungkapkan perlunya spesialisasi 
produksi antar negara yang berbasis pada 
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh 
setiap negara (Porter, 1980; Lindert dan 
Kindleberger, 1983). Melalui perdagangan 
antar negara, maka spesialisasi produksi akan 
meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-
daya di seluruh negara. Spesialisasi produksi 
yang diikuti dengan perdagangan antar negara 
juga sangat berguna untuk memperluas pasar 
konsumen yang dihadapi oleh setiap negara. 
Perluasan pasar tersebut selanjutnya dapat 
menjadi umpan balik yang mendorong pertum-
buhan kegiatan produksi di setiap negara. 

Dalam pengembangan komoditas hor-
tikultura yang sangat beragam jenisnya, pro-
ses spesialisasi produksi dapat dirangsang 
melalui pengembangan komoditas unggulan di 
setiap daerah. Hal ini berarti setiap daerah, 
kabupaten atau provinsi, tidak harus mempro-
duksi seluruh jenis komoditas hortikultura, 
tetapi difokuskan pada beberapa jenis komo-
ditas yang memiliki keunggulan kompetitif 
dibandingkan daerah lain. Namun spesialisasi 
produksi tersebut akan mempercepat proses 
penjenuhan pasar jika pasar produk yang 
dihadapi oleh setiap daerah produsen relatif 
kecil, misalnya lingkup kabupaten yang 
bersangkutan. Untuk memperlambat proses 
penjenuhan pasar tersebut, maka pengemba-
ngan komoditas hortikultura unggulan di setiap 
daerah seyogyanya tidak berjalan sendiri-
sendiri, tetapi dikaitkan pula dengan pengem-
bangan komoditas di daerah lainnya. Dengan 
kata lain, pengembangan komoditas unggulan 
tersebut tidak dilakukan dengan pendekatan 
wilayah administratif (kabupaten atau provinsi) 
sebagai basis kegiatan, tetapi dilakukan de-
ngan pendekatan kawasan pasar. Dengan 
pendekatan kawasan pasar tersebut maka 
daerah produsen dapat saja tidak terkonso-
lidasi secara spasial, tetapi seluruh perenca-
naan produksi, pengembangan infrastruktur 
pendukung dan kegiatan pembangunan lain-
nya dilakukan secara integratif dengan basis 
kawasan pasar yang bersangkutan. 

Pengembangan komoditas hortikultura 
dengan pendekatan kawasan pasar memerlu-
kan deliniasi kawasan yang menjadi basis 
kegiatan pembangunan. Pada intinya daerah-
daerah yang termasuk dalam kawasan pem-
bangunan haruslah meliputi daerah produsen 
dan daerah konsumen agar perencanaan 
produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
konsumen didalam kawasan yang bersang-
kutan. Idealnya daerah-daerah yang termasuk 
didalam kawasan pembangunan tidak terlalu 
luas untuk menghindari biaya tata niaga yang 
mahal dari daerah produsen ke daerah konsu-
men. Namun untuk tujuan ekspor kawasan 
pembangunan tersebut seyogyanya meliputi 
pula daerah yang meliputi pelabuhan ekspor.     
      

Keterkaitan di Dalam Sistem Agribisnis 

Dalam arti luas agribisnis didefinisikan 
sebagai serangkaian kegiatan usaha yang 
menghasilkan produk pertanian hingga dikon-
sumsi oleh konsumen (Beierlein, 1986; 
Downey dan Ericson, 1992; Cramer and 
Jensen, 1994). Secara umum terdapat tiga je-
nis kegiatan atau bidang usaha yang tercakup 
dalam agribisnis, yaitu : kegiatan pengadaan 
sarana produksi pertanian, kegiatan produksi 
pertanian, serta kegiatan pemasaran dan 
pengolahan hasil pertanian. Ketiga jenis ke-
giatan tersebut saling terkait secara fungsio-
nal-hirarkis dan membentuk suatu sistem 
agribisnis. Jika dipandang dari segi komoditas 
pertanian yang dikembangkan, maka akan 
terbentuk suatu sistem agribisnis komoditas 
seperti agribisnis cabai, agribisnis bawang 
merah, agribisnis kentang dan seterusnya. 

Kaitan fungsional yang bersifat hirarkis 
antara ketiga jenis kegiatan di atas menun-
jukkan adanya saling ketergantungan antara 
setiap jenis kegiatan agribisnis. Kelancaran 
dalam kegiatan produksi akan ditentukan oleh 
kelancaran pengadaan sarana produksi yang 
dibutuhkan, dan akan menentukan kelancaran 
dalam kegiatan pengolahan/pemasaran hasil 
pertanian. Hal ini berarti pembangunan agri-
bisnis komoditas pertanian haruslah menyen-
tuh ketiga jenis kegiatan tersebut. Hambatan 
yang terjadi pada salah satu kegiatan agri-
bisnis dapat menghambat kegiatan agribisnis 
lainnya, sehingga sistem agribisnis yang men-
cakup seluruh kegiatan agribisnis tidak dapat 
berkembang. 
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Keterkaitan antara ketiga jenis kegiat-
an di atas sering pula disebut dengan keter-
kaitan vertikal, yang menggambarkan keter-
kaitan antara jenis kegiatan agribisnis mulai 
dari pengadaan sarana produksi hingga pema-
saran produk yang dihasilkan. Keterkaitan 
dalam agribisnis dapat pula dipandang dalam 
konteks yang lebih luas, yaitu keterkaitan 
antara sistem agribisnis komoditas. Pada 
dimensi ini kaitan agribisnis dipandang secara 
lintas komoditas atau sering disebut dengan 
kaitan horisontal (Simatupang, 1999). Kaitan 
yang terbentuk dapat bersifat substitusi (saling 
menggeser) atau bersifat komplementer 
(saling mendukung), yang berlangsung melalui 
proses konsumsi (pasar produk) atau melalui 
proses alokasi sumberdaya di bidang produksi 

(pasar input). Agribisnis minyak sawit dapat 
saling menggeser dengan agribisnis minyak 
kedele melalui proses konsumsi minyak go-
reng, misalnya jika konsumen semakin menyu-
kai minyak goreng kedele karena dinilai lebih 
higines, maka hal itu dapat menggeser 
agribisnis minyak sawit. Sedangkan agribisnis 
tebu dapat saling menggeser dengan agri-
bisnis padi melalui alokasi lahan, yaitu melalui 
pasar input. 

Kaitan antara sistem agribisnis komo-
ditas juga dapat dipandang secara lintas 
daerah yang disebut sebagai kaitan regional. 
Sistem agribisnis komoditas di suatu daerah 
dapat bersifat saling menggeser atau saling 
mendukung dengan daerah lainnya. Kaitan 
sistem agribisnis antar daerah tersebut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan 2.  Keterkaitan Vertikal, Horisontal dan Regional di dalam Sistem Agribisnis 
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biasanya terjadi melalui proses pembentukan 
harga produk di pasar konsumen. Agribisnis 
kentang di kabupaten Simalungun misalnya 
dapat saling menggeser dengan agribisnis 
kentang di kabupaten Karo jika pola produksi 
kentang di kedua kabupaten adalah sama, 
baik dalam kualitas maupun waktu produksi. 
Konsekuensinya adalah seringkali terjadi 
tekanan harga kentang akibat volume pena-
waran yang melebihi kebutuhan konsumen 
sehingga perkembangan agribisnis kentang di 
daerah yang kurang kompetitif menjadi ter-
hambat dan petani kentang beralih ke 
komoditas lain. Secara ringkas keterkaitan 
didalam sistem agribisnis diperlihatkan dalam  
Bagan 2. 

 

Meningkatkan Daya Saing Melalui 
Pengembangan Kaitan Fungsional dan 
Kaitan Regional 

Secara empirik kemampuan bersaing 
suatu sistem agribisnis ditunjukkan oleh ke-
mampuan dalam memproduksi dan memasar-
kan produk yang sesuai dengan kebutuhan 
dan preferensi konsumen (Saragih, 1994). 
Dengan kata lain, sistem agribisnis yang ber-
daya saing tinggi adalah sistem agribisnis 
yang mampu merespon dinamika pasar secara 
efektif dan efisien. Efektif dalam pengertian 
bahwa respons yang diberikan oleh sistem 
agribisnis sesuai dengan dinamika kebutuhan 
(volume, tempat dan waktu) dan preferensi 
konsumen, sedangkan efisien memiliki makna 
bahwa sistem agribisnis mampu memasarkan 
produk dengan harga lebih murah untuk 
kualitas produk yang sama. 

Dalam rangka meningkatkan daya 
saing tersebut, maka pembangunan kaitan 
fungsional atau kaitan vertikal antar kegiatan 
agribisnis merupakan bagian yang paling 
penting. Hal ini karena jika terjadi peningkatan 
volume permintaan maka sistem agribisnis 
belum tentu dapat merespons dengan baik jika 
pelaku kegiatan pengadaan sarana produksi 
tidak mampu menjalankan fungsinya dengan 
baik, yaitu menyalurkan volume sarana pro-
duksi yang dibutuhkan petani. Begitu pula 
sistem agribisnis tidak akan mampu merespon 
perubahan kualitas produk yang diinginkan 
konsumen jika informasi pasar tersebut tidak 
disampaikan oleh pedagang kepada petani 
atau lembaga sarana produksi tidak mampu 

menyediakan jenis sarana produksi tertentu 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 
dengan kualitas yang dibutuhkan konsumen. 
Ringkasnya, dari segi teknis, sistem agribisnis 
yang berdaya saing adalah sistem agribisnis 
yang mampu melakukan seluruh rangkaian 
kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
produk yang dibutuhkan konsumen dengan 
biaya murah. 

Sistem agribisnis yang berdaya saing 
tinggi di suatu daerah akan mampu memper-
luas pasar produk yang dihasilkan, yang selan-
jutnya menjadi umpan balik bagi pertumbuhan 
sistem agribisnis di daerah yang bersang-
kutan. Namun daya dorong pasar dalam 
merangsang pertumbuhan agribisnis tetap 
akan terbatas akibat proses penjenuhan pasar. 
Proses tersebut akan berlangsung lebih cepat 
jika sistem agribisnis menghadapi pasar yang 
relatif sempit. Dalam konteks ini maka 
pembangunan kaitan sistem agribisnis yang 
bersifat komplementer antar daerah (kaitan 
regional) sangat dibutuhkan guna menghindari 
kejenuhan pasar yang lebih cepat. Hal ini 
berarti bahwa setiap daerah tidak harus mem-
produksi seluruh jenis produk yang dibutuhkan 
konsumen, tetapi difokuskan pada beberapa 
produk yang memiliki keunggulan kompetitif 
dibandingkan daerah lain. Pemusatan produksi 
pada komoditas unggulan tersebut selanjutnya 
akan mengarah pada proses spesialisasi yang 
sangat berguna dalam mendorong efisiensi 
dan daya saing produk yang dihasilkan di 
setiap daerah produsen. 

 

Strategi Pengembangan Keterkaitan 
Fungsional dan Keterkaitan Regional 

 

Uraian di atas menyimpulkan bahwa 
pembangunan kaitan fungsional dan kaitan 
regional merupakan upaya penting dalam 
membangun sistem agribisnis berdaya saing 
tinggi. Bagian berikut ini menguraikan langkah 
operasional yang diperlukan dalam rangka 
tersebut. 

a. Keterkaitan Fungsional 

Idealnya seluruh kegiatan agribisnis 
mulai dari pengadaan sarana hingga pema-
saran produk yang dihasilkan berada dalam 
satu kendali manajemen agar setiap bidang 
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kegiatan agribisnis dapat menjalankan fungsi-
nya sesuai kebutuhan. Kondisi demikian biasa-
nya terjadi pada perusahaan skala besar yang 
relatif intensif dalam penggunaan teknologi 
dan bermodal kuat, misalnya P.T. Indofood 
yang memproduksi produk makanan berbasis 
terigu. Pada tipe perusahaan ini, kegiatan 
yang dilakukan oleh setiap pelaku agribisnis 
saling terkait dan terintegrasi secara harmonis. 
Misalnya, jika terjadi peningkatan permintaan 
supermie, maka PT. Bogasari sebagai pema-
sok bahan baku terigu dari grup Indofood akan 
meningkatkan impor gandum dan mengolah-
nya menjadi terigu untuk mendukung pening-
katan produksi supermie. Struktur usaha agri-
bisnis demikian memang sangat sesuai untuk 
mendorong pertumbuhan perusahaan, tetapi 
kurang efektif dalam peningkatan penyerapan 
tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. 

Pada agribisnis hortikultura keterkaitan 
fungsional secara harmonis seperti di atas 
sangat jarang terjadi. Hal ini karena setiap 
jenis kegiatan agribisnis, mulai dari pengadaan 
sarana produksi hingga pemasaran produk 
hortikultura dilakukan oleh pelaku yang berbe-
da dan hubungan diantara pelaku agribisnis 
tidak bersifat institusional, melainkan hanya 
terjalin melalui pasar atau harga. Tidak adanya 
hubungan langsung secara institusional di 
antara pelaku agribisnis menyebabkan kaitan 
fungsional yang harmonis tidak terbentuk dan 
setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan 
kepentingannya sendiri, tanpa meyadari bah-
wa mereka sebenarnya saling membutuhkan 
dan saling tergantung untuk dapat mengem-
bangkan usahanya. Salah satu konsekuensi-
nya misalnya, petani tidak merasa perlu untuk 
melakukan kegiatan produksi secara kontinyu 
walaupun hal itu dibutuhkan pedagang, seba-
liknya, pedagang tidak merasa perlu untuk 
menyampaikan informasi kualitas produk yang 
dibutuhkan konsumen kepada petani walau-
pun hal itu dibutuhkan petani untuk menye-
suaikan kualitas produk yang dihasilkan. Struk-
tur agribisnis demikian juga menyebabkan 
terbentuknya marjin ganda akibat rantai 
pemasaran yang panjang sehingga ongkos 
produksi yang harus dibayar konsumen men-
jadi lebih mahal, sementara masalah transmisi 
harga dan informasi pasar yang tidak sempur-
na tidak bisa dihindari akibat tidak adanya 
kesetaraan posisi tawar, terutama antara peta-
ni dan pedagang. 

Struktur agribisnis yang bersifat dis-
persal (tersekat-sekat) seperti di atas sangat 
tidak kondusif untuk menciptakan sistem 
agribisnis yang berdaya saing tinggi. Hal ini 
dapat terjadi akibat dua faktor utama yaitu : (1) 
Setiap pelaku agribisnis berjalan sendiri-
sendiri dan kegiatan yang mereka lakukan 
tidak terkoordinir dan tidak terkait satu sama 
lain secara fungsional. Konsekuensinya adalah 
sistem agribisnis menjadi tidak fleksibel dalam 
mengantisipasi dinamika pasar. Dengan kata 
lain, produk yang dihasilkan tidak selalu dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan pasar dalam 
kuantitas maupun kualitas. (2) Tidak adanya 
kesetaraan posisi tawar di antara petani dan 
pelaku agribisnis lainnya menyebabkan petani 
sulit mendapatkan harga pasar, baik untuk 
sarana produksi yang dibutuhkan petani 
maupun untuk produk yang dihasilkan petani. 
Konsekuensinya adalah sebagian besar nilai 
tambah agribisnis bukan dinikmati oleh petani, 
dan keuntungan petani tertekan dari dua sisi, 
yaitu dari sisi harga sarana produksi yang 
mahal dan harga produk yang lebih murah dari 
harga pasar. Padahal, tingkat keuntungan 
yang layak sangat penting bagi pemupukan 
modal petani, yang dibutuhkan untuk mengem-
bangkan usahanya dan melakukan kegiatan 
produksi sesuai dengan dinamika pasar. 

Dalam rangka meningkatkan daya 
saing agribisnis hortikultura, maka diperlukan 
penataan kelembagaan agribisnis yang me-
ngarah kepada terciptanya kaitan langsung 
secara harmonis di antara para pelaku agri-
bisnis. Dalam hubungan ini, agribisnis hortikul-
tura yang dilakukan dengan pola kemitraan 
antara petani - pedagang input - pedagang 
output merupakan pendekatan yang dapat 
ditempuh. Pola kemitraan tersebut dapat 
dikembangkan dengan basis hamparan lahan 
atau kelompok petani dan pelaksanaan teknis 
agronomisnya didampingi oleh Balai Penelitian 
dan Dinas Pertanian. Untuk mendorong 
terciptanya aturan main yang transparan dan 
menguntungkan bagi seluruh pelaku agribis-
nis, maka perlu dilibatkan pula lembaga netral 
seperti LSM dan Universitas yang berperan 
sebagai pengawas dalam perumusan dan 
pelaksanaan aturan main yang telah disepaka-
ti. Dengan demikian, setiap unit agribisnis pola 
kemitraan sedikitnya melibatkan lima stake-
holder yaitu petani, pedagang saprotan, peda-
gang hortikultura sebagai pelaku agribisnis, 
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serta Dinas Pertanian, LSM, dan Universitas 
sebagai pendamping.  

Stakeholder non pelaku agribisnis se-
perti di atas pada dasarnya dibutuhkan untuk 
membantu menyelesaikan permasalahan yang 
muncul dalam mewujudkan kerjasama kegiat-
an yang harmonis di antara para pelaku ke-
giatan agribisnis. Pada pelaksanaannya per-
masalahan yang muncul dalam pengemba-
ngan agribisnis di setiap kabupaten produsen 
dapat pula disebabkan oleh kebijakan institusi 
pendukung yang tidak kondusif bagi pengem-
bangan agribisnis. Misalnya, lembaga per-
bankan secara umum relatif sedikit menyalur-
kan kredit kepada petani sayuran akibat resiko 
pengembalian modal yang tinggi, terkait 
dengan ketidak pastian pendapatan petani dan 
fluktuasi harga sayuran yang tinggi. Untuk 
mengatasi permasalahan demikian maka pada 
tingkat kabupaten dapat dibentuk kelompok 
stakeholder yang melibatkan pula lembaga 
perbankan dan Dinas Perindustrian dan Per-
dagangan. 

b. Keterkaitan Regional 

Setiap kegiatan usaha (bisnis) mem-
butuhkan pasar yang mengkonsumsi produk 
yang dihasilkan. Pasar yang semakin luas 
merupakan daya tarik bagi produsen untuk 
meningkatkan kegiatan usahanya. Di setiap 
kabupaten, pasar yang dihadapi oleh pelaku 
agribisnis dapat dibedakan atas pasar lokal di 
kabupaten yang bersangkutan dan pasar di 
daerah lainnya yang membentuk suatu pasar 
kawasan atau regional. Sedangkan jenis 
hortikultura yang dapat dihasilkan di setiap 
kabupaten biasanya tidak hanya satu jenis 
tanaman. Dengan kata lain, spektrum jenis 
komoditas yang dapat dihasilkan di setiap 
kabupaten relatif luas. Namun akibat perbe-
daan dalam kondisi agroklimat dan penguasa-
an teknologi produksi oleh petani, maka 
keunggulan setiap daerah (desa, kecamatan, 
kabupaten) bervariasi dalam menghasilkan 
jenis komoditas tertentu. 

Dalam rangka efisiensi alokasi sum-
berdaya, setiap daerah seharusnya memfo-
kuskan diri pada jenis komoditas tertentu yang 
memiliki keunggulan komparatif dan keung-
gulan kompetitif dibanding daerah lainnya. 
Kebijakan ini memang dapat membawa 
kepada proses penjenuhan pasar yang lebih 
cepat jika produk yang dihasilkan hanya 

dipasarkan di daerah yang bersangkutan. Oleh 
karena itu untuk memperlambat penjenuhan 
pasar dan memperluas cakupan pasar ko-
moditas bagi setiap daerah produsen, maka 
perlu dikembangkan keterkaitan regional atau 
keterkaitan produksi antar daerah produsen 
yang memiliki sasaran daerah pasar yang 
sama. Upaya ini juga sangat dibutuhkan untuk 
memperkecil peluang terjadinya fluktuasi 
harga yang tinggi, yang pada dasarnya 
disebabkan oleh disinkronisasi produksi antar 
daerah produsen. Secara ringkas sistem 
agribisnis terintegrasi yang mengkaitkan para 
pelaku agribisnis secara fungsional, dan 
mengkaitkan daerah-daerah produsen dan 
konsumen secara regional diperlihatkan dalam 
Bagan 3. 

Untuk membangun keterkaitan regio-
nal yang saling melengkapi dan menguntung-
kan bagi setiap daerah produsen, maka di-
perlukan pengaturan jenis komoditas dan 
volume produksi yang dihasilkan di setiap 
kabupaten. Dalam kaitan ini maka pemben-
tukan suatu wadah koordinasi yang melibatkan 
stakeholder dari seluruh kabupaten terlibat 
merupakan upaya yang harus ditempuh. Pada 
tingkat kawasan pengembangan kelompok 
stakeholder yang dilibatkan sedikitnya meliputi 
para pedagang besar, eksportir, petani dan 
konsumen institusi yang didampingi oleh 
dinas-dinas terkait. Secara ringkas kelompok 
stakeholder yang perlu dibangun dalam rangka 
pengembangan agribisnis hortikulktura yang 
terintegrasi diperlihatkan dalam Bagan 4. 

 

Pembangunan Sarana Pendukung dan 
Kegiatan Pendukung 

 Agribisnis hortikultura pada umumnya 
hanya melibatkan tiga jenis kegiatan agribis-
nis, yaitu pengadaan sarana produksi, proses 
produksi dan pemasaran produk dalam bentuk 
segar. Sistem agribisnis demikian relatif miskin 
dalam pembentukan nilai tambah akibat tidak 
adanya kegiatan pengolahan dan kegiatan 
pemasaran (penyimpanan, sortasi, packaging, 
labeling, dan seterusnya) yang dapat mening-
katkan nilai guna produk yang dihasilkan. 
Terbatasnya peralatan penyimpanan yang 
mampu mempertahankan kesegaran produk 
menyebabkan pengaturan pemasaran yang 
sesuai dengan kebutuhan permintaan sulit 
dilakukan sehingga  harga  produk  berfuktuasi 
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dalam jangka pendek. Konsekuensi lainnya 
adalah petani tidak dapat memiliki posisi tawar 
yang kuat dalam pembentukan harga karena 
penyimpanan produk yang tidak didukung 
dengan peralatan yang memadai akan menim-
bulkan resiko harga akibat penurunan kesega-
ran produk yang dipasarkan. 

Dalam rangka mendorong perkemba-
ngan agribisnis hortikultura, maka dibutuhkan 
pembangunan sarana pendukung dan kegiat-
an terkait yang mampu memperlancar seluruh 
kegiatan agribisnis mulai dari pengadaan sara-
na produksi hingga pemasaran produk yang 
dihasilkan. Dalam kaitan ini terdapat lima jenis 
sarana pendukung utama yang dibutuhkan 
yaitu yang berhubungan dengan aspek per-

modalan, pengolahan produk, pengembangan 
teknologi, distribusi, dan informasi pasar. 

Aspek distribusi produk dari produsen 
kepada konsumen memiliki peran penting 
karena di satu sisi konsumen menginginkan 
produk segar, di sisi lain produk hortikultura 
secara umum relatif cepat mengalami pem-
busukan. Konsekuensinya adalah setelah di-
panen maka produk yang dihasilkan petani 
harus segera didistribusikan kepada konsu-
men jika belum tersedia peralatan penyimpan-
an yang efektif dan efisien untuk memperta-
hankan kesegaran produk. Hal ini berarti 
pembangunan jaringan transportasi di sentra 
produksi hortikultura terutama sayuran sangat 
dibutuhkan, begitu pula investasi pada alat 
penyimpanan dan pendingin yang mampu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 4. Struktur Kelompok Stakeholder Pengembangan Agribisnis Hortikultura dengan Pendekatan 
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mempertahankan kesegaran produk. Tersedia-
nya jenis peralatan tersebut di daerah sentra 
produksi akan memberikan dua manfaat 
utama dalam pengembangan agribisnis horti-
kultura, yaitu: (1) meningkatkan posisi tawar 
petani karena petani dapat menyimpan pro-
duksinya dan menunggu harga yang mengun-
tungkan, dan (2) menekan fluktuasi harga 
melalui pengaturan volume penawaran yang 
sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
 

Pengembangan Kapasitas Manajemen 
Petani 

Petani hortikultura secara umum mela-
kukan kegiatan produksi untuk dipasarkan 
atau dijual kepada konsumen. Sebagian besar 
faktor produksi yang digunakan petani juga 
diperoleh melalui pasar input. Oleh karena itu 
petani sayuran sebenarnya dapat dikatakan 
sebagai pelaku bisnis atau pengusaha yang 
bergerak di bidang produksi sayuran tetapi 
dengan skala usaha relatif kecil, tergantung 
kepada luas lahan garapan yang diusahakan 
petani. 

Sebagai pelaku bisnis maka petani 
harus mampu melakukan manajemen dengan 
baik agar bisnisnya dapat berkembang. 
Dengan kata lain petani harus mampu mela-
kukan kegiatan produksi dan pemasaran 
produk yang dapat memberikan keuntungan 
maksimal. Petani dituntut untuk dapat menga-
tur penggunaan faktor produksi secara efisien 
untuk menekan biaya produksi dan mengatur 
jenis produk yang dihasilkan serta volume 
penjualannya untuk mendapatkan harga jual 
produk yang menguntungkan. Disamping itu 
petani juga harus mampu mengelola modalnya 
dengan baik dan mengadopsi teknologi pro-
duksi dan pemasaran untuk menjamin kegiat-
an usaha secara berkesinambungan. 

Kondisi di lapangan menunjukkan bah-
wa petani sebenarnya sudah menerapkan 
aspek-aspek manajemen usaha seperti dise-
butkan di atas. Namun akibat perbedaan 
kapasitas sumberdaya manusia antar individu 
petani, maka kualitas manajemen yang dilaku-
kan sangat bervariasi antar petani dan belum 
begitu baik, akibat berbagai kendala yang 
dihadapi petani. Dalam rangka peningkatan 
kualitas manajemen petani maka pengelolaan 
usaha produksi yang dilakukan secara kolektip 
dalam bentuk kelompok-kelompok petani 

merupakan upaya yang dapat ditempuh. Da-
lam kaitan tersebut pembentukan keputusan 
yang bersifat kolektif adalah lebih penting 
daripada pelaksanaan kegiatan secara kolektif. 
Pengembangan usaha agribisnis secara 
kolektip tersebut juga sangat berguna untuk 
menekan biaya pengadaan sarana produksi 
dan biaya pemasaran akibat peningkatan 
skala usaha disamping meningkatkan posisi 
tawar petani dalam pembentukan harga.  

 

PENUTUP 
 

Dalam menghadapi perdagangan be-
bas dan globalisasi ekonomi, peningkatan 
daya saing agribisnis merupakan tuntutan 
yang tak bisa dihindari. Dalam hubungan 
tersebut pengembangan agribisnis hortikultura 
yang terintegrasi secara vertikal dan regional 
merupakan strategi yang perlu ditempuh. 
Pengembangan keterkaitan vertikal antara 
para pelaku agribisnis diperlukan agar agri-
bisnis hortikultura mampu merespon dinamika 
pasar secara efektif dan efisien. Sedangkan 
pengembangan keterkaitan regional dibutuh-
kan dalam rangka meningkatkan efisiensi 
alokasi sumberdaya di setiap daerah dan 
mengurangi fluktuasi harga produk hortikultura 
yang pada dasarnya bersumber dari ketidak-
sinkronan produksi antar daerah produsen. 

Dalam rangka mengembangkan agri-
bisnis hortikultura yang terintegrasi beberapa 
langkah yang perlu ditempuh adalah : 

(1) Melakukan deliniasi kawasan pasar secara 
regional yang merupakan basis bagi ke-
giatan pembangunan agribisnis hortikul-
tura. Kawasan pasar tersebut meliputi 
kabupaten-kabupaten produsen hortikultu-
ra yang memiliki sasaran konsumen di 
kabupaten-kabupaten yang sama pula.  

(2) Menetapkan komoditas unggulan hortikul-
tura yang akan dikembangkan di setiap 
kabupaten produsen. Penetapan komodi-
tas yang diunggulkan di setiap kabupaten 
produsen dilakukan dengan metodologi 
yang sama serta mengacu pada keung-
gulan komparatif dan keunggulan kompeti-
tif setiap kabupaten dalam memproduksi 
dan memasarkan komoditas yang dikem-
bangkan. 
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(3) Mengembangkan kelembagaan koordinasi 
produksi yang bersifat lintas kabupaten 
yang termasuk dalam kawasan pengem-
bangan. Lembaga tersebut berfungsi untuk 
menciptakan sinkronisasi produksi dan 
pengembangan sarana pendukung agribis-
nis secara lintas kabupaten didalam kawa-
san pengembangan. Lembaga tersebut 
meliputi para stakeholder di seluruh kabu-
paten yang meliputi pedagang besar, eks-
portir, dinas pertanian, dinas Deperindag, 
institusi perbankan dan universitas. 

(4) Mengembangkan unit-unit agribisnis horti-
kultura yang terintegrasi secara vertikal di 
daerah-daerah sentra produksi hortikul-
tura. Hal ini ditempuh dengan mengem-
bangkan pola kemitraan antara pedagang 
input-petani-pedagang output. Setiap unit 
agribisnis difasilitasi dengan sarana pe-
nyimpanan yang mampu memperlambat 
proses pembusukan komoditas hortikultura 
yang dipasarkan. Sebagai langkah awal, 
pemerintah dapat mengembangkan BUMN 
yang bergerak di bidang hortikultura seba-
gai pelopor.    

(5) Berkaitan dengan butir (4), pengendali 
utama sistem agribisnis hortikultura ke 
depan harus diarahkan pada petani. Oleh 
sebab itu, pengembangan keorganisasian 
agribisnis hortikultura berbasis kelompok 
tani merupakan langkah strategis yang 
harus dilakukan bersamaan dengan pe-
ngembangan sistem teknologi dan pe-
nguasaan seluruh jaringan agribisnis horti-
kultura oleh pelaku ekonomi di pedesaan. 
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